ABSTRAK

Pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan memberikan perluasan kompetensi absolut kepada Peradilan
Tata Usaha Negara dalam hal mengadili sengketa tindakan pemerintahan.
Namun pada implementasinya penyelesaian sengketa tindakan
pemerintahan menimbulkan kerancuan dalam menentukan batasan tindakan
pemerintahan dalam ranah administrasi dan perdata.. Permasalahan yang
diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai kompetensi absolut Peratun
dan prosedur dalam menyelesaikan sengketa tindakan pemerintahan secara
yuridis. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah
doktrinal dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang
digunakan adalah studi kepustakaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Peratun berwenang mengadili sengketat indakan pemerintahan dan
prosedur penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan berdasarkan UU AP
dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian
Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan
Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
(Onrechmatige Overheidsdaad).
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